
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1994

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 1994/1995

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

1994/95 disusun berdasarkan prinsip anggaran berimbang yang

dinamis;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

1994/95 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Pertama dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan

sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Garis-garis Besar Haluan

Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;

c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

1994/95 pada dasarnya merupakan rencana kerja tahunan pemerintah

yang pertama dalam rangka pelaksanaan rencana PJP II yang

dimaksudkan juga untuk memelihara dan meneruskan hasil-hasil yang

telah dicapai dalam pelaksanaan pembangunan selama PJP I, serta

untuk meletakkan landasan bagi usaha-usaha pembangunan

selanjutnya;

d. bahwa untuk lebih menjaga kelangsungan jalannya pembangunan,

dipandang perlu diatur sisa anggaran lebih dan sisa kredit anggaran

proyek-proyek dalam anggaran pembangunan Tahun Anggaran

1994/95;

e. bahwa…
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e. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

1994/95 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan (5) Undang Undang Dasar

1945;

2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968entang Perubahan Pasal 7

Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor

53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendapatan negara adalah semua penerimaan dalam negeri dan

penerimaan pembangunan yang digunakan untuk membiayai

belanja negara;

2. Penerimaan…
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2. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima

negara dalam bentuk penerimaan pajak, penerimaan bea masuk dan

cukai, penerimaan lain-lain, dan penerimaan bukan pajak;

3. Penerimaan pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari

nilai lawan rupiah bantuan dan atau pinjaman luar negeri;

4. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai

pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan;

5. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk

membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan,

baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas

hutang dalam negeri dan luar negeri;

6. Pengeluaran Pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk

membiayai proyek-proyek pembangunan;

7. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek

pembangunan pada akhir tahun anggaran;

8. Sisa anggaran lebih adalah selisih antara realisasi pendapatan

negara dan belanja negara;

9. Sektor adalah kumpulan Subsektor;

10. Subsektor adalah kumpulan program;

11. Bantuan program adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan/atau

pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta

pinjaman yang dapat dirupiahkan;

12. Bantuan proyek adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan/atau

pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai

proyek-proyek pembangunan.

Pasal 2…
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Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1994/95 diperoleh

dari :

a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;

b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan;

(2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp.59.737.100.000.000,00

(3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp.10.012.000.000.000,00

(4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1994/95

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) direncanakan sebesar

Rp.69.749.100.000.000,00

Pasal 3

(1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :

a. Penerimaan pajak sebesar Rp.33.991.900.000.000,00

b. Penerimaan bea masuk dan cukai sebesar

Rp.6.066.100.000.000,00

c. Penerimaan lain-lain sebesar Rp. 15.386.600.000.000,00

d. Penerimaan bukan pajak sebesar Rp. 4.292.500.000.000,00

(2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :

a. Bantuan...
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a. Bantuan program sebesar nihil

b. Bantuan proyek sebesar Rp. 10.012.000.000.000,00

Pasal 4

(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 terdiri dari :

a. Pengeluaran Rutin;

b. Pengeluaran Pembangunan.

(2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp.42.350.800.000.000,00

(3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp.27.398.300.000.000,00

(4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) direncanakan sebesar

Rp. 69.749.100.000.000,00

Pasal 5

(1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

dirinci menurut sektor :

01 Sektor industri sebesar Rp. 45.521.732.000,00

02 Sektor Pertanian

dan Kehutanan

sebesar Rp. 152.637.768.000,00

03 Sektor Pengairan

sebesar Rp. 21.369.974.000,00

04 Sektor...


